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Dukungan Disulkan Hampir
Rp600 Juta, Buton Selatan
Bersiap Hadapi Porprov Sultra
ke XV di Kendari, Andalkan
Silat Untuk Raih Pretasi

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahragd (‘Dis-
pora) Kabupaten Buton Selatan, La Salimu,
S.Pd., M.M.Pd.

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP -Kontingen
Kabupaten Buton Se-
latan mulai memantap-
kan persiapan mengh-
adapi Pekan Olahraga
Provinsi (Porprov) XV
Sulawesi ~ Tenggara
2026 di Kota Kendari.
Sebanyak 20 cabang
olahraga telah terdaft-
ar, dengan pencak si-
lat menjadi salah satu
cabang yang diandal-
kan untuk mendulang
prestasi.

Kepala Dinas

Pendidikan dan
Olahraga (Dispo-
ra) Kabupaten Buton

Selatan, La Salimu,
S.Pd., M.M.Pd., men-

gatakan ~ pemerintah
daerah  memberikan
dukungan  anggaran

melalui dana hibah ke-
pada Komite Olahra-
ga Nasional Indonesia
(KONTI). Nilai dukun-
gan tersebut mencapai
hampir Rp600 juta dan
disesuaikan  dengan
kemampuan keuangan
daerah di tengah kebi-

Lanjut ke Hal: 7

11 Nama Ditetapkan
Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Rektor UM Buton telah
menetapkan 11 nama yang memenuhi
hasil verifikasi dan validasi administrasi.

SK Diserahkan ke Senat

Surat keputusan penetapan diserahkan
kepada Senat UM Buton di Gedung B,
Ruang Rapat Fakultas Agama Islam,
Selasa, 29 September 2026.

Masuk Tahap Penilaian

Senat UM Buton akan melakukan
penilaian kualitatif terhadap 11 bakal calon
sesuai mekanisme dan ketentuan yang
berlaku.

Penting untuk Tata Kelola

Pemilihan rektor adalah bagian penting
dalam pengembangan pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan

penguatan kelembagaan UM Buton.
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Hari Jadi Kota Baubau ke-25 Sebagal Darah Otonom,
Dinkes Perkuat Edukasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis Pada
80 Pelajar SMAN 1

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-
Sebanyak 80 pela-
jar SMAN 1 Baubau
mendapat edukasi
mengenai pencegahan
HIV, infeksi menular
seksual (IMS) atau
sifilis, dan hepatitis
dalam kegiatan Sosial-
isasi Triple Elimina-
si yang digelar Dinas
Kesehatan  (Dinkes)

Lanjut ke Hal: 7

Hari Kesaktlan Pancasila 2026, Pemkab Buton Selatan
Serukan Nilai Kebangsaan

Laporan: FIRMAN

BUTON  SELA-
TAN, BP-Pemerintah
Kabupaten Buton Se-
latan ~ menempatkan
peringatan Hari Ke-
saktian Pancasila 2026
sebagai  momentum
untuk memperkuat
persatuan dan me-
mastikan  nilai-nilai
Pancasila tetap men-
jadi landasan dalam
kehidupan  bermas-
yarakat,  berbangsa,
dan bernegara. Pesan
tersebut disampaikan
dalam upacara yang
digelar di Lapangan
SMP Negeri 1 Batau-

____-______________,_.___ar—

ga, Kamis (1/10/2026).

Upacara diikuti ja-
jaran Forum Koordi-
nasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), kepala
Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), para
asisten, staf ahli bupa-
ti, kepala bagian, serta
Aparatur Sipil Negara
(ASN) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten

i

Buton Selatan. Asisten
III Bidang Adminis-
trasi Umum Sekretar-
iat Daerah Kabupaten

Lanjut ke Hal: 7

11 BAKAL CALON REKTOR
UM BUTON

@ Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H.

Dr. Azaluddin, S.E., M.Ak.

Dr. Suardin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Nadir La Djamudi, S.Pd., M.Pd.
Dr. Suriadi, S.P., M.M.

Dr. Samritin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Anwar Sadat, S.S0s., M.I.P.
o Dr. Ansar Suherman, M.I.Kom.
o Dr. Samsul Bahari, S.E., M.Si.

€ Dr. Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.

@) Dr. Rabiyatul Jasiyah, S.E., M.Ak.
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Bersama Membangun

m B

UM BUTON

Unggul, Berkemajuan
dan Berdaya Saing

ngLeth“

Laporan: ARDI,
Baubau
Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- "~
Universitas  Muham-
madiyah Buton (UM
Buton) memasuki
tahapan baru pemi-
lihan  rektor masa
jabatan  2026-2030
setelah Panitia Pen-
jaringan dan Penya-
ringan Bakal Calon
Rektor  menetapkan
11 nama yang dinya-
takan memenuhi hasil
verifikasi dan validasi
administrasi. SK pen-
etapan tersebut diser-
ahkan kepada Senat
UM Buton di Gedung
B, Ruang Rapat Fakul-
tas Agama lIslam, Se-
lasa, 29 September
2026,  sebagaimana
dirilis dalam website
resmi UM Buton

Sebelas nama itu
ialah

1. Dr. Edy Nurca-
hyo, S.H., M.H.

2. Dr. Azaluddin,
S.E., M.Ak.

3. Dr
S.Pd., M.Pd.

4. Dr. Nadir La
Djamudi, S.Pd., M.Pd.

5. Dr. Suriadi, S.P.,
M.M.

6. Dr. Samritin,

Lanjut ke Hal: 7

Suardin,

Wakili Sultra, BKMT Buton Selatan Sabet
Juara 1 Paduan Suara Nasional di Jakarta

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP-Badan Kon-
tak Majelis Taklim
(BKMT) Kabupaten
Buton Selatan meraih
Juara 1 Lomba Pad-
uan Suara pada Grand
Final BKMT Festival
tingkat nasional di Ge-
dung Serbaguna (SG2)
Asrama Haji Pondok
Gede, Jakarta, Jumat
(25/9/2026). Prestasi
tersebut menempatkan
Buton Selatan di posisi
teratas, mengungguli
BKMT Sumatera Se-
latan dan BKMT Su-
lawesi Utara.

Keberhasilan  itu
diperoleh setelah tim
Buton Selatan melalui
tahapan kompetisi di

tingkat Sulawesi Teng-
gara. Pada April 2026,
mereka lebih dahulu
menjadi juara Lomba
Paduan Suara Himne
dan Mars BKMT ting-
kat Provinsi Sulawesi
Tenggara. Hasil terse-
but mengantarkan
BKMT Buton Selatan
sebagai wakil Sultra
dalam kompetisi nasi-
onal.

Ketua BKMT Bu-
ton Selatan, Hj. Sitti
Norma Adios, memi-
mpin langsung rom-
bongan dalam per-
jalanan ke Jakarta.
Ia menyebut capaian
tersebut tidak sema-
ta-mata menjadi ke-
berhasilan organisasi,
tetapi juga menunjuk-
kan hasil kerja ber-

sama para anggota
majelis taklim yang
membawa  identitas
daerah ke tingkat na-
sional.

“Ini bukan sekadar
piala atau kemenan-
gan. Ini adalah bukti
bahwa semangat kea-
gamaan, persaudaraan,
dan kerja keras ibu-
ibu di Buton Selatan
mampu bersaing dan
menorehkan prestasi
di tingkat nasional,”
kata Sitti Norma Adi-
0s.

Kemenangan itu
menjadi bagian dari
rangkaian Muktamar
X BKMT, Grand Final
BKMT Festival, dan
Tasyakur Milad ke-
45 BKMT yang ber-

Lanjut ke Hal: 7
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MA Kabulkan Uji Pendapat DPRD
Gowa, Proses Pemberhentian Bupati
Berlanjut

Komisi IIT DPR Soroti Oknum Polri
Arogan Saat Bertemu Kapolri Suyudi

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk mem-
berhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-
Mahkamah Agung
(MA) mengabul-
kan permohonan
uji pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)
Kabupaten = Gowa,
Sulawesi  Selatan,
terkait usulan pem-
berhentian  Bupati
Gowa Sitti Husniah
Talenrang. Putusan
tersebut membu-
ka tahapan lanjutan
proses pemberhen-
tian kepala daerah
setelah usulan DPRD
mendapat penilaian
hukum dari MA.

Putusan itu ter-
catat dalam perkara
Nomor 1P/UP/2026
yang diregistra-
si pada 21 Agustus
2026 dan diputus
pada 1  Oktober
2026. Dalam amar
putusannya, majelis
hakim menyatakan,
“Kabul permohonan,
menyatakan  objek
permohonan ber-
dasarkan  hukum.”
Informasi  tersebut
tercantum dalam
sistem informasi per-
kara MA.

Perkara terse-
but diajukan setelah
DPRD Gowa
menyepakati usulan
pemberhentian  Sitti
Husniah melalui me-
kanisme Hak Men-
yatakan  Pendapat.
Sebanyak 45 anggo-
ta DPRD dari tujuh
fraksi menandatan-
gani persetujuan usu-
lan tersebut dalam
rapat paripurna pada
12 Agustus 2026.

Anggota DPRD
Gowa dari Frak-
si  Gerindra, Dian
Purnamasari, se-
belumnya menga-
takan keputusan

tersebut merupakan
sikap kelembagaan
DPRD. * Secara
kelembagaan kami
menyetujui semuan-
ya. Fraksi-fraksi
semua menyetu-
jui.  Tujuh  fraksi
menyetujui  secara
bulat, semuanya,”
kata Dian.

Usulan itu mer-
upakan tindak lan-
jut hasil kerja Pani-
tia Khusus (Pansus)
Hak Angket DPRD
Gowa. Dalam proses
tersebut, dewan men-
gusut sejumlah per-
soalan yang kemu-
dian menjadi dasar
pengajuan Hak Men-
yatakan  Pendapat,
termasuk dugaan
pelanggaran  etika
atau tindakan terce-
la, dugaan persoalan
dalam pengadaan se-
ragam sekolah, serta
pencabutan bantuan
beasiswa  doktoral.
Sejumlah  laporan
media juga menye-
but nilai pengadaan
seragam yang diper-
soalkan  mencapai
Rp16 miliar.

Dari sisi hukum
tata pemerintah-
an, putusan MA
merupakan  bagian
penting dalam me-
kanisme pemberhen-
tian kepala daerah.
Berdasarkan  Pasal
80 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pe-
merintahan Daerah,
MA memang diberi
kewenangan memer-
iksa dan memutus
uji pendapat DPRD
mengenai  pember-
hentian kepala daer-
ah dalam kondisi ter-
tentu. Putusan dalam
perkara tersebut ber-
sifat final.

Dengan demikian,
putusan MA tidak

serta-merta  berarti
seluruh proses ad-
ministratif pember-
hentian telah sele-
sai. Untuk bupati,
setelah putusan MA,
pimpinan DPRD
menyampaikan usu-
lan pemberhentian
kepada Menteri Da-
lam Negeri melalui
mekanisme yang
ditentukan peratur-
an  perundang-un-
dangan. Ketentuan
tersebut menunjuk-
kan adanya pemba-
gian kewenangan an-

tara DPRD, MA, dan
pemerintah pusat
dalam proses pem-
berhentian  kepala
daerah.

Kuasa hukum

DPRD Gowa, Khair-
il Jalil, menyatakan
pithaknya akan
menindaklanjuti pu-
tusan tersebut sesuai
ketentuan  hukum.
“Putusan ini bersi-
fat final, sehingga
DPRD akan men-
jalankan tahapan
hukum  berikutnya
sesuai kewenangan
dan ketentuan yang
berlaku,” ujarnya.

Di sisi lain, kuasa
hukum Bupati Gowa,
Adhi Bintang, mem-
benarkan bahwa
pihaknya telah me-
nerima salinan putu-
san MA. Namun, ia
menyatakan  masih
ada hal yang akan
disampaikan berkai-
tan dengan proses
keluarnya  putusan
tersebut. “Iya, tapi
ada yang akan kami
bongkar dalam pros-
es kabulnya putusan
1tu,”c kata Adhi.

Mekanisme sema-
cam ini menunjuk-
kan bahwa pem-
berhentian  kepala
daerah di Indonesia
tidak  semata-ma-

ta ditentukan oleh
keputusan  politik
DPRD. Sejak ber-
lakunya UU Nomor
23 Tahun 2014, MA
memiliki posisi khu-
sus dalam menguji
pendapat DPRD ter-
kait pemberhentian
kepala daerah. UU
tersebut ditetapkan
pada 30 September
2014 dan diundang-
kan pada 2 Oktober
2014.

Secara histo-
11S, mekanisme
pemakzulan  atau
impeachment  bu-
kan hanya dikenal
dalam sistem keta-
tanegaraan  Indo-
nesia. Di Amerika
Serikat, misalnya,
konsep  impeach-
ment berkembang
dari praktik Parle-
men Inggris sejak
abad ke-14 sebagai
mekanisme pertang-
gungjawaban peja-
bat publik. Dalam
sistem AS, DPR
mengajukan  dak-
waan, sedangkan
Senat mengadili
perkara  impeach-
ment.

Perbedaan  me-
kanisme  tersebut
memperlihatkan
bahwa setiap nega-
ra membangun jalur
pertanggungjawa-
ban pejabat publik
sesuai desain kon-
stitusinya.  Dalam
kasus Gowa, putu-
san MA pada 1 Ok-
tober 2026 menjadi
titik penting karena
proses pemberhen-
tian yang sebelum-
nya berlangsung di
DPRD kini mema-
suki tahapan hukum
dan  administratif
berikutnya  sesuai
ketentuan pemerin-
tahan daerah.(*)

JAKARTA, BP- Se-
jumlah anggota Komi-
si IIT DPR RI men-
yampaikan dukungan
sekaligus masukan
kepada Kapolri Jen-
deral Pol. Suyudi Ario
Seto dalam kunjungan
ke kediamannya di
Jakarta, Sabtu (3/10).
Dalam pertemuan
tersebut, persoalan
sikap arogan sebagian
oknum pejabat Pol-
ri menjadi salah satu
keluhan yang disam-
paikan kepada mantan
Kabareskrim tersebut.

Ketua Komisi III
DPR RI Habiburo-

khman mengatakan,
masukan itu disam-
paikan sebagai ba-

gian dari harapan agar
Suyudi dapat melaku-
kan pembenahan di
tubuh Kepolisian Neg-
ara Republik Indone-
sia. Anggota Komisi
I yang hadir juga
memberikan  dukun-
gan kepada Suyudi
untuk memperkuat pe-
layanan kepolisian ke-
pada masyarakat.

“Sebagian juga
menyampaikan kelu-
han adanya oknum
pejabat Polri yang aro-
gan dan meminta hal
tersebut  diperbaiki,”
ujar Habiburokhman
kepada wartawan,
Sabtu (3/10).

Selain membahas
pembenahan insti-
tusi, pertemuan ber-
langsung dalam sua-
sana  kekeluargaan.
Suyudi memperkenal-
kan anggota keluar-
ganya kepada para an-
ggota Komisi III DPR
yang datang. Kunjun-
gan semacam itu dise-
but  Habiburokhman
sebagai tradisi yang
dilakukan Komisi III
setiap terjadi pergan-
tian Kapolri.

“Ya Dbenar tadi
Komisi III berkun-
jung ke kediaman
Kapolri. Ini tradisi
yang terus kami
lakukan setiap per-
gantian Kapolri,” ka-
tanya.

Dalam kesempa-
tan tersebut, Suyudi
juga kembali men-
yampaikan  komit-

mennya  mengem-
bangkan konsep
“Polisi Sahabat Mas-
yarakat”.  Gagasan
itu  menempatkan
kedekatan antara ke-
polisian dan warga
sebagai salah satu
bagian penting da-
lam membangun
kepercayaan publik
terhadap institusi
penegak hukum.
“Dalam kesempa-
tan itu Pak Kapol-
i memperkenalkan
keluarganya. Se-
lain itu Pak Kapolri
mempertegas komit-
men untuk memak-
simalkan konsep
Polisi Sahabat Mas-
yarakat,” kata Habi-

burokhman.
Pertemuan itu
terjadi hanya dua

hari setelah Suyudi
dilantik sebagai Ka-
polri oleh Presiden
Prabowo  Subianto
di Istana Negara,
Kamis (1/10). Se-
belumnya, Prabowo
mengajukan Suyudi
sebagai calon tung-
gal Kapolri melalui
Surat Presiden ber-
tanggal Rabu (30/9)
untuk menjalani uji
kepatutan dan kelay-
akan di DPR.
Komisi III DPR
kemudian menyetu-
jui  Suyudi untuk
memimpin Polri
menggantikan  Jen-
deral Pol. Listyo Sig-
it Prabowo setelah
proses fit and proper
test pada Kamis pagi.
Pada hari yang sama,
Listyo Sigit dilantik
sebagai Kepala Staf
Presiden (KSP).
Pergantian pucuk
pimpinan Polri
memiliki konsekuen-
si penting karena
Kapolri bertanggung
jawab memimpin in-
stitusi yang memiliki
fungsi memelihara
keamanan dan ket-
ertiban masyarakat,
menegakkan hu-
kum, serta member-
ikan  perlindungan,
pengayoman, dan
pelayanan  kepada
masyarakat. Hubun-
gan polisi dengan
masyarakat menja-
di salah satu faktor
penting dalam mem-

legitimasi
penegakan hukum.

bangun

Secara  historis,
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
mengalami perubah-
an mendasar setelah
reformasi 1998.
Pemisahan Polri
dari ABRI melalui
Ketetapan MPR No-
mor VI/MPR/2000
dan kemudian pen-
gaturan kelem-
bagaannya melalui
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002
menjadi bagian dari
proses menempatkan
kepolisian  sebagai
institusi sipil yang
berorientasi pada pe-
layanan masyarakat.

Gagasan
mendekatkan polisi
dengan masyarakat
juga bukan hanya
berkembang di In-
donesia. Secara in-
ternasional, konsep
community  polic-
ing berkembang di
berbagai negara se-
jak akhir abad ke-20
sebagai pendekatan
yang menekankan
kemitraan polisi dan
warga,  pencegah-
an kejahatan, serta
penyelesaian  per-
soalan ~ keamanan
berbasis komunitas.
Karena itu, komit-
men Suyudi terhadap
konsep “Polisi Sa-
habat Masyarakat”
berada dalam arus
lebih luas reforma-
si kepolisian yang
menempatkan  ke-
percayaan publik se-
bagai modal penting
penegakan hukum.

Kunjungan ang-
gota Komisi III ke
kediaman  Suyudi
tersebut  kemudian
dibagikan Habiburo-
khman melalui akun
media sosial Insta-
gram miliknya. Per-
temuan itu sekaligus
menjadi komunikasi
awal antara parlem-
en dan Kapolri baru

mengenai  agenda
pembenahan  Polri,
termasuk  harapan

agar perilaku oknum
yang dinilai arogan
dapat ditangani dan
hubungan kepolisian
dengan masyarakat
semakin baik.(*)
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Sultra Targetkan Bedah 200 Rumah,

R

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Se-
banyak 200 rumah
masyarakat berpeng-
hasilan rendah di Su-
lawesi Tenggara di-
targetkan ~ mendapat
bantuan melalui Pro-
gram Gotong Royong
Bedah Rumah yang
diluncurkan di Kelu-
rahan Mokoau, Keca-
matan Kambu, Rabu
(30/9/2026). Program
lintas lembaga terse-
but menggabungkan
bantuan pemerintah,
zakat, dana tanggung
jawab sosial perusa-
haan, serta dukungan
masyarakat untuk
memperluas akses
hunian layak.

Gubernur Sulawesi
Tenggara Andi Suman-
gerukka mengatakan
kebutuhan tempat
tinggal merupakan
salah satu dasar yang
harus dipenuhi sebe-
lum masyarakat di-
dorong meningkatkan
taraf hidup melalui
pekerjaan dan sumber
penghasilan. Kare-
na itu, ia mendorong
agar berbagai program
bedah rumah yang
telah berjalan tidak
dilaksanakan  sendi-
ri-sendiri, melainkan
disatukan melalui ko-
laborasi.

“Dengan  adanya
gotong royong seperti
ini, maka kita mem-
ulai kesejahteraan
masyarakat itu dari ru-
mah,” kata Andi saat
menghadiri  peluncu-
ran program yang di-
gelar BAZNAS Sultra
bersama  Kejaksaan
Tinggi Sultra tersebut.

Dukungan gu-
bernur  diwujudkan
melalui  sumbangan
pribadi Rp250 juta.
Ajakan tersebut kemu-
dian mendapat respons

1

“_7_‘.

dari sejumlah pihak
yang hadir sehingga
terkumpul tambahan
donasi secara spontan
sekitar Rp400 juta.
Andi menegaskan ban-
tuan tersebut ditujukan
sepenuhnya untuk me-
mastikan pembangu-
nan rumah penerima
manfaat terlaksana.

Program itu dilak-
sanakan serentak se-
cara daring di 17 ka-
bupaten/kota se-Sultra
dengan  melibatkan
BAZNAS Sultra, Tu-
nas Muda Adhyaksa,
Real Estate Indonesia
(REI) Sultra, Satker
Penyedia Perumahan
Wilayah III Sulawesi,
serta sejumlah pihak
lainnya. Ketua BA-
ZNAS Sultra Punar-
din, S.Ag., menga-
takan sasaran program
adalah masyarakat
berpenghasilan rendah
pada desil 1 sampai 4.

Setiap rumah mem-
peroleh dukungan se-
nilai Rp50 juta. Ban-
tuan tersebut terdiri
atas Rp20 juta melalui
Bantuan Stimulan Pe-
rumahan Swadaya
(BSPS) dari APBN
dan Rp30 juta dari
dana CSR yang dike-
lola BAZNAS. Data
penerima  diarahkan
terintegrasi dengan in-
stansi perumahan agar
pembangunan rumah
yang dibantu dapat ter-
catat dalam program
perumahan nasional.

Kepala Kejaksaan
Tinggi Sultra Dr. Su-
geng Riyanta men-
gatakan kolaborasi
tersebut dimaksudkan
untuk menghidupkan
kembali gotong roy-
ong sebagai kekuatan
bersama. Menurut dia,
program bedah ru-
mah sebelumnya telah
dilakukan pemerintah
dan sejumlah lemba-
ga, tetapi cenderung
berjalan secara parsial
sehingga perlu disin-

Gubernur Sumbang Rp250 Juta

ergikan agar cakupan-
nya lebih luas dan
pelaksanaannya lebih
terarah.

“Melalui kolab-
orasi, program terse-
but diharapkan dapat
dilaksanakan  secara
lebih masif dan terar-
ah,” ujar Sugeng. Ke-
jaksaan melalui fungsi
perdata dan tata usaha
negara (Datun) juga
mendampingi Kemen-
terian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
dalam  pelaksanaan
pembangunan rumah.

Kolaborasi tersebut
tidak berhenti pada
pembangunan fisik.
Masyarakat berpeng-
hasilan rendah juga
diarahkan  mendapat
dukungan kepemilikan
dokumen  pertanah-
an melalui program
sertifikasi tanah yang
dilaksanakan = Badan
Pertanahan Nasional.
Pada peluncuran pro-
gram, bantuan BSPS,
bantuan bedah rumabh,
sertifikat tanah, ser-
ta 150 paket semba-
ko diserahkan secara
simbolis kepada mas-
yarakat.

Pimpinan BA-
ZNAS RI Bidang
Pengawasan dan Pen-
gendalian  sekaligus
Pembina Wilayah
Provinsi Sultra, Hj.
Neyla Saida Anwar,
MH., M.Hum., men-
gatakan program
tersebut menunjukkan
bahwa zakat dapat di-
dayagunakan  untuk
menghadirkan manfaat
langsung bagi mas-
yarakat. Ia mendorong
peningkatan dukungan
melalui zakat, infak,
dan sedekah serta me-
minta penerima man-
faat menjaga rumah
yang telah dibangun.

Secara  nasional,
pengelolaan zakat
memperoleh landasan
kelembagaan yang
lebih  kuat setelah

Undang-Undang No-
mor 23 Tahun 2011
tentang  Pengelolaan
Zakat disahkan pada
25 November 2011.
Regulasi itu menem-
patkan zakat antara
lain sebagai instrumen
untuk  meningkatkan
keadilan dan kese-
jahteraan masyarakat

serta menanggulangi
kemiskinan.
Dalam konteks

global, persoalan huni-
an layak telah menjadi
agenda pembangunan
internasional sejak
Konferensi ~ Habitat
I di Vancouver pada
1976. Agenda tersebut
berkembang melalui
Habitat II di Istanbul
pada 1996 dan kemudi-
an masuk dalam SDG
11 yang menargetkan
kota dan permukiman
yang inklusif, aman,
tangguh, dan berke-
lanjutan. Pada 2026,
UN-Habitat masih me-
nempatkan krisis peru-
mahan sebagai salah
satu hambatan utama
pencapaian SDG 11;
laporan terbarunya
menyebut lebih dari
3 miliar orang belum
memiliki hunian yang
memadai.

Di Sultra, peluncu-
ran program ditandai
dengan peninjauan ru-
mah penerima manfaat
di Kelurahan Mokoau
oleh Gubernur bersa-
ma Wakil Gubernur,
Kajati Sultra, dan ja-
jaran terkait. Mereka
sekaligus melakukan
peletakan batu perta-
ma pembangunan ru-
mah. Salah satu pener-
ima manfaat, Abdul
Rahman, warga pen-
yandang  disabilitas,
menyampaikan terima
kasih dan berharap
pembangunan ru-
mahnya segera selesai
sehingga keluarganya
dapat menempati huni-
an yang lebih layak.(*)
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Peringatan Hari Kesaktian Pancasila,
Gubernur Sultra Tekankan Persatuan

Laporan: Lisna

SULTRA, BP-
Gubernur Sulawesi
Tenggara Andi Su-
mangerukka memi-
mpin upacara Hari
Kesaktian Pancasi-
la 2026 di halaman

Kantor Gubernur
Sultra, Kendari, Ka-
mis (1/10/2026).

Peringatan tersebut
menjadi momentum
untuk kembali me-
neguhkan Pancasi-
la sebagai landasan
persatuan dan keutu-
han Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Peringatan ta-
hun ini mengusung
tema a€cePancasila
Pemersatu  Bangsa
Menuju  Indonesia
Berdaulat, Adil dan
Makmur.a€  Tema
tersebut menjadi
latar  pelaksanaan
upacara yang diikuti
Wakil Gubernur Sul-
tra, Forkopimda, staf
ahli gubernur, para
asisten Setda, kepa-
la perangkat daerah,
pejabat eselon III
dan IV, pejabat fung-
sional, serta seluruh
ASN lingkup Pemer-
intah Provinsi Sultra.

Dalam  prosesi
tersebut, Andi Su-
mangerukka mem-
bacakan Ikrar Hari
Kesaktian Pancasi-
la. Tkrar itu kembali
menegaskan  tekad
bangsa  Indonesia
untuk  mempertah-
ankan dan men-
gamalkan nilai-nilai
Pancasila  sebagai
sumber kekuatan da-
lam membangun ke-
bersamaan, memper-
juangkan kebenaran
dan keadilan, serta
menjaga  keutuhan
NKRI.

Ikrar juga meng-
ingatkan bahwa se-
jak Proklamasi Ke-
merdekaan pada 17
Agustus 1945, In-
donesia menghadapi
berbagai rongrongan
terhadap NKRI, baik
yang berasal dari
dalam maupun luar
negeri. Ancaman
tersebut, sebagaima-
na disebutkan dalam
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ikrar, dapat berkem-
bang ketika bangsa
Indonesia lengah
dan kurang waspa-
da terhadap upa-
ya menumbangkan
Pancasila  sebagai
ideologi negara.
“Dengan seman-
gat kebersamaan
yang dilandasi nilai-
nilai luhur ideologi
Pancasila, bangsa In-
donesia tetap dapat
memperkokoh tega-
knya Negara Ke-
satuan Republik In-
donesia,” demikian
substansi ikrar yang
dibacakan dalam up-
acara tersebut.
Rangkaian kegia-
tan diawali laporan
kesiapan  upacara,
kemudian dilanjut-
kan dengan mengh-
eningkan cipta yang
dipimpin  Gubernur
Sultra selaku pembi-
na upacara. Setelah
itu, peserta mengi-
kuti pembacaan Teks
Pancasila dan Nas-
kah Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar
Negara Republik In-
donesia Tahun 1945
sebelum memasuki

prosesi pembacaan
ikrar.
Secara  historis,

penetapan 1 Oktober
sebagai Hari Kesak-
tian Pancasila memi-
liki pijakan hukum
melalui  Keputusan
Presiden Nomor 153
Tahun 1967 yang
ditetapkan pada 27
September 1967.
Keppres tersebut
secara resmi mene-
tapkan tanggal 1 Ok-
tober sebagai Hari
Kesaktian Pancasila.

Momentum terse-
but tidak terlepas
dari sejarah panjang
pembentukan dasar
negara. BPIP men-
catat Pancasila per-
tama kali diperkenal-
kan Sukarno dalam
sidang BPUPK pada
1 Juni 1945. Ga-
gasan itu kemudian
mengalami  proses
perumusan melalui
Piagam Jakarta pada
22 Juni 1945 hingga
disepakati  sebagai

rumusan final dalam
Pembukaan = UUD
1945 pada 18 Agus-
tus 1945.

Proses  tersebut
berlangsung ketika
dunia masih bera-
da dalam pusaran
Perang Dunia II dan
Indonesia berada di
bawah pendudukan
Jepang. Di tengah
perubahan geopoli-
tik global itu, para
pendiri bangsa me-
manfaatkan  ruang
politik yang tersedia
untuk  membicara-
kan dasar negara dan
masa depan Indone-
sia. BPIP dan ANRI
menempatkan rang-
kaian sidang BPUPK
dan PPKI tersebut
sebagai sumber pent-
ing untuk memahami
proses historis la-
hirnya Pancasila.

Karena itu, per-
ingatan Hari Ke-
saktian Pancasila di
Sultra bukan hanya
berlangsung sebagai
seremoni  pemerin-
tahan. Kehadiran
jajaran Forkopimda
dan aparatur pemer-
intah dalam upacara
tersebut  sekaligus
memperlihatkan
peneguhan kembali
nilai persatuan da-
lam kehidupan ber-
bangsa dan berneg-
ara, sebagaimana
pesan yang terkand-
ung dalam ikrar.

Melalui perin-
gatan tersebut, Pe-
merintah  Provinsi
Sultra kembali me-
nempatkan Pancas-
ila sebagai pijakan
dalam menjaga ke-
bersamaan di tengah

keragaman mas-
yarakat. Tekad mem-
pertahankan dan

mengamalkan nilai
Pancasila  ditegas-
kan sebagai bagian
dari upaya menjaga
keutuhan NKRI ser-
ta mewujudkan ke-
hidupan berbangsa
yang berdaulat, adil,
dan makmur.(*)
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Bupati Buteng Azhari Satukan Pemkab
dan Desa Tangani RTLH serta Kawasan
Kumuh

Laporan:Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah mempercepat pen-
anganan rumah tidak
layak huni (RTLH) dan
kawasan kumuh den-
gan membenahi basis
data permukiman serta
memperkuat kepastian
hukum atas tanah war-
ga. Bupati Buton Ten-
gah Dr. Azhari menilai
akurasi data dan le-
galitas lahan menjadi
fondasi agar program
pembangunan  tidak
salah sasaran.

Penegasan itu dis-
ampaikan Azhari saat
membuka Rapat Koor-
dinasi Pemutakhiran
Data RTLH, Pensert-
ifikasian Tanah, dan
Penanganan Kawasan
Kumuh di Aula Pan-
cana, Lantai V Ge-
dung Kantor Bupati
Buton Tengah, Selasa
(29/9/2026).  Forum
tersebut mempertemu-
kan unsur pemerintah
daerah, Kantor Per-
tanahan, kecamatan,

kelurahan, dan desa
untuk menyelaraskan
data serta strategi pen-
anganan permukiman.

Azhari meminta Pj.
Sekretaris Daerah Bu-
ton Tengah Armin dan
Kepala Dinas Peruma-
han dan Kawasan Per-
mukiman mengawal
proses validasi data se-
cara ketat. “Data harus
presisi agar intervensi
pemerintah, terutama
dalam pengentasan ke-
miskinan dan penata-
an ruang, benar-benar

tepat sasaran,” Kkata
Azhari dalam rakor
tersebut.

Persoalan pertana-
han juga menjadi ba-
gian penting pembaha-
san. Azhari meminta
kepala desa menyele-
saikan persoalan tapal
batas di wilayah mas-
ing-masing  melalui
musyawarah dan
pendekatan yang kon-
dusif.  Penyelesaian
batas wilayah dinilai
diperlukan agar pros-
es pensertifikasian
aset masyarakat tidak

RTIFIKASIAN DAN PENANGA

KABUPATEN BUTON

tersendat.
Secara historis,
penanganan  hunian

tidak layak dan ka-
wasan kumuh di In-
donesia  berkembang
seiring kebijakan na-
sional mengenai pe-
rumahan dan kawasan
permukiman. Un-
dang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Ka-
wasan  Permukiman
menjadi salah satu lan-
dasan penting dalam
menegaskan tanggu-
ng jawab pemerintah
menyediakan  hunian
layak serta meningkat-
kan kualitas kawasan
permukiman. Secara
global, agenda hunian
layak juga mendapat
perhatian melalui Sus-
tainable Development
Goal 11 yang menar-
getkan kota dan per-
mukiman yang inklus-
if, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.

Rakor tersebut di-
hadiri Wakil Bupati
Buton Tengah Muh.
Adam Basan, S.Sos.,

Pj.  Sekda
Kepala Kantor Per-

Armin,

tanahan Kabupat-
en Buton Tengah,
Kepala Dinas Peru-
mahan dan Kawasan
Permukiman, serta
seluruh camat, lu-
rah, dan kepala desa
se-Kabupaten Buton
Tengah. Keterlibatan
hingga pemerintahan
desa diharapkan mem-
buat pemutakhiran
data berlangsung lebih
dekat dengan kondisi
faktual masyarakat.
“Penyelesaian per-
soalan tapal batas
harus dilakukan den-
gan baik dan melalui
musyawarah  sehing-
ga tidak mengham-
bat proses sertifikasi
tanah  masyarakat,”
ujar Azhari. Pemerin-
tah daerah berharap
sinergi tersebut mem-
percepat penanganan
RTLH, pengurangan
kawasan kumuh, seka-
ligus memberikan ke-
pastian hukum atas
tanah warga di Buton
Tengah.(*)

Bupati Azhari Salurkan Rp65 Juta untuk Kegiatan
Keagamaan di Lakorua

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH,
BP- Penguatan kegia-
tan keagamaan di ting-
kat masyarakat menjadi
perhatian Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah. Bupati Buton
Tengah, Dr. Azhari,
mendorong  Majelis
Taa€™lim Kelurahan
Lakorua, Kecamatan
Mawasangka Tengah,
tidak hanya memper-
tahankan kegiatan rutin
keagamaan, tetapi juga
menjadi penggerak
masyarakat dalam me-
makmurkan masjid.

Dorongan itu dis-
ampaikan Azhari keti-
ka menghadiri yasinan
rutin malam Jumat di
Kelurahan  Lakorua,
Kamis  (24/9/2026).
Dalam kegiatan terse-
but, pemerintah daerah
juga menyalurkan ban-
tuan Rp50 juta untuk
pembangunan Masjid
Al-Karim  Lasipopa
serta Rpl5 juta untuk
pengadaan pakaian
Majelis Ta’lim.

Azhari menilai kon-
sistensi masyarakat
Lakorua  menggelar
yasinan, doa bersama,
dan pengajian mer-
upakan modal sosial
yang perlu dipelihara.

Ia berharap aktivitas

tersebut  berkembang
menjadi gerakan keag-
amaan yang dapat diti-
ru Majelis Ta’lim di
wilayah lain di Buton
Tengah. “Saya ingin
majelis ta’lim yang ada
di Kelurahan Lakorua
ini nantinya bisa men-
jadi contoh bagi maje-
lis-majelis ta’lim lain-
nya yang ada di Buton
Tengah,” kata Azhari.
Untuk  memperlu-
as koordinasi, Azhari
meminta Camat Ma-
wasangka Tengah men-
dorong pembentukan
Badan Kontak Majelis
Taklim (BKMT) hing-
ga tingkat kecamatan
serta desa dan kelura-
han. Menurut dia, ke-
beradaan wadah koor-
dinasi diperlukan agar
pelaksanaan  kegiatan
keagamaan masyarakat

terarah dan berkesinam-
bungan.
Selain persoalan

keagamaan, pertemuan
tersebut menjadi ruang
bagi warga menyam-
paikan kebutuhan in-
frastruktur. Salah satu
aspirasi yang disam-
paikan berkaitan den-
gan akses menuju Tem-
pat Pemakaman Umum
(TPU) yang memerlu-
kan pembangunan jalan
sepanjang sekitar 200
meter.

Pemerintah  daer-
ah menyatakan akan
mengupayakan pemba-
ngunan jalan tersebut
dengan terlebih dahulu
memastikan status dan
legalitas lahan. Azhari
juga menyatakan akan
membantu penyelesa-
ian persoalan sertifikat
tanah lokasi pemaka-

man sehingga lahan
TPU memiliki kepas-
tian hukum dan dapat
digunakan masyarakat
tanpa  persoalan di
kemudian hari.
Kegiatan itu dihadiri
Pj. Sekda Buton Tengah
Armin, sejumlah kepala
organisasi  perangkat
daerah, Camat Ma-
wasangka Tengah, Lu-
rah Lakorua, Kepala
Desa Lantongau, Kepa-
la Desa Langkomu,
tokoh masyarakat, to-
koh agama, serta war-
ga sekitar. Penyaluran
bantuan dan respons
terhadap aspirasi warga
menunjukkan pendeka-
tan pemerintah daerah
yang menggabungkan
penguatan  kehidupan
sosial-keagamaan den-
gan pemenuhan kebutu-
han dasar masyarakat.
Secara historis, pen-
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Mediasi Konflik Takimpo-Kombeli,
Buton Siapkan Pos Pam Bersama
di Perbatasan

BUTON, BP- Pe-
merintah ~ Kabupaten
Buton bersama Kepoli-
sian Resor Buton meny-
iapkan sejumlah lang-
kah untuk mencegah
konflik antara pemuda
Takimpo dan Kombeli,
Kecamatan Pasarwajo,
kembali pecah. Salah
satu  langkah yang
disepakati ialah pem-
bentukan Pos Pam Ber-
sama atau Satkamling
di kawasan perbatasan
kedua wilayah dengan
melibatkan TNI, Polri,
masyarakat, dan unsur
Satpol PP.

Kesepakatan itu lahir
dalam mediasi yang di-
gelar di Rumah Jabatan
Bupati Buton, Pasar-
wajo, Senin malam, 21
September 2026. Per-
temuan tersebut digelar
setelah gangguan kam-
tibmas sehari sebelum-
nya menyebabkan aksi
pelemparan dan pen-
grusakan sejumlah ru-
mah warga di wilayah
perbatasan, termasuk
Kantor Lurah. Mediasi
dihadiri Sekda Buton La
Ode Syamsudin, S.Pd.,
M.Si., Kapolres Buton
AKBP Ali Rais Ndraha,
S.H., S.IK., M.M.Tr,,
jajaran PJU Polres Bu-
ton, TNI, kepala OPD
terkait, Lurah Kombeli,
Seklur Takimpo, serta
perwakilan tokoh mas-
yarakat kedua wilayah.

Kapolres Buton
mengatakan pendekat-
an persuasif dan kekel-
uargaan menjadi pili-
han dalam meredakan
konflik tersebut. Ke-
polisian juga membuka
ruang bagi mekanisme
hukum adat dan kear-
ifan lokal untuk men-
dukung penyelesaian
perselisihan.  "Sesuai
arahan pimpinan kami
Bapak Kapolri, yang
kita utamakan adalah
penyelesaian konf-
lik secara kekeluar-
gaan. Penerapan hu-

kum adat juga sangat
kami dukung karena
pendekatan kearifan lo-
kal justru menurut kami
dapat menjadi solusi
yang tepat," kata Ali

Rais Ndraha.
Sekda Buton La Ode
Syamsudin  meminta

masyarakat dari kedua
wilayah menahan diri
dan mencegah genera-
si muda terlibat dalam
aksi lanjutan. Ia meng-
ingatkan hubungan
Takimpo dan Kombeli
memiliki akar sejarah
yang panjang. Kedua
wilayah tersebut sebel-
umnya merupakan satu
desa sebelum dime-
karkan menjadi Desa
Lapanda atau Kombeli.
Bahkan, pernah diben-
tuk sekolah rakyat ber-
nama LATAKO yang
merupakan  singkatan
dari Lapanda, Takim-
po, dan Kombeli. "Kita
semua bersaudara," ujar
Syamsudin, seraya me-
minta sejarah tersebut
kembali  diperkenal-
kan kepada anak-anak
muda.

Selain  pos pen-
gamanan bersama, pe-
merintah mengusulkan
perbaikan penerangan
dalam radius sekitar
100 meter di kawasan
yang rawan konflik ser-
ta pemasangan kamera
pengawas atau CCTV
pada titik-titik tertentu.
Kedua wilayah juga di-
dorong saling mengun-
dang dalam pelaksa-
naan pesta adat. Tokoh
adat dari Takimpo dan
Kombeli akan didorong
segera  melaksanakan
ritual adat "Piago" se-
bagai bagian dari ikhtiar
memulihkan hubungan
sosial dan mendoakan
kedamaian.

Upaya tersebut akan
dilanjutkan melalui se-
kolah-sekolah. Pemkab
Buton, Polres Buton,
TNI, dan tokoh mas-
yarakat akan menyam-
paikan edukasi serta
pesan-pesan kamtibmas
dalam kegiatan apel

pagi. "Kita akan men-
gunjungi sekolah-seko-
lah untuk memberikan
edukasi atau sosialisasi
bersama pada saat apel
pagi dengan pihak Pol-
res, TNI, dan tokoh-to-
koh masyarakat untuk
mencegah konflik ke
depannya," kata Syam-
sudin.

Pola penyelesa-
ian melalui  dialog,
pelibatan tokoh mas-
yarakat, serta peng-
gunaan kearifan lokal
sejalan dengan prinsip
pencegahan konflik
berbasis  masyarakat
yang berkembang di
berbagai daerah. Da-
lam sejarah Indonesia,
mekanisme musyawar-
ah dan penyelesaian
perselisihan ~ melalui
tokoh adat maupun to-
koh masyarakat telah
menjadi bagian dari
kehidupan sosial sebe-
lum sistem hukum neg-
ara berkembang seperti
sekarang. Di tingkat
internasional, pendeka-
tan serupa juga dikenal
dalam berbagai proses
rekonsiliasi ~ komuni-
tas yang menempatkan
dialog dan pemulihan

hubungan sosial se-
bagai bagian penting
setelah konflik.

Hasil mediasi me-
netapkan empat lang-
kah, yaitu meminta
masing-masing  pihak
menjadi duta damai,
mendorong tokoh adat
melaksanakan  ritual
"Piago", membentuk
Pos Pam Bersama atau
Satkamling di kawasan
perbatasan, serta mem-
perkuat edukasi kam-
tibmas melalui seko-
lah. Langkah tersebut
diharapkan tidak han-
ya menghentikan es-
kalasi konflik, tetapi
juga membangun me-
kanisme  pencegahan
agar perselisihan an-
tarkelompok di Takim-
po dan Kombeli tidak
kembali  berkembang
menjadi gangguan kea-
manan.(*)

gajian, yasinan, dan majelis taklim
telah menjadi bagian dari kehidupan
sosial masyarakat Muslim Indonesia.
Peran majelis taklim bahkan memili-
ki akar panjang dalam tradisi pendi-
dikan Islam nonformal di Nusantara,
jauh sebelum Indonesia merdeka pada
1945. Dalam perkembangan modern,
wadah tersebut tidak hanya berfung-

si sebagai ruang pembelajaran kea-
gamaan, tetapi juga menjadi sarana
membangun solidaritas sosial di ting-
kat komunitas. Karena itu, penguatan
kelembagaan Majelis Ta’lim di Lako-
rua dapat ditempatkan dalam konteks
yang lebih luas, yakni mempertahank-
an fungsi ruang keagamaan sebagai
bagian dari kehidupan masyarakat.(*)
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30 Kursi DPRD Kota Baubau: Wacana, Kebutuhan, dan Agenda Besar

WACANA pen-
ingkatan jumlah kursi
DPRD Kota Baubau
dari 25 menjadi 30
kursi tidak semestinya
hanya dibaca sebagai
dinamika politik men-
jelang Pemilu 2029.
Lebih jauh dari itu,
wacana tersebut perlu
ditempatkan sebagai
bagian dari agenda
jangka panjang pena-
taan demografi, pem-

bangunan  wilayah,
penguatan ekonomi,
administrasi  kepen-

dudukan, dan repre-
sentasi politik mas-
yarakat Kota Baubau.

Secara ketentuan,
daerah kabupaten/
kota dengan jum-

lah penduduk Ilebih
dari 100.000 sampai
dengan 200.000 jiwa
memperoleh alokasi
25 kursi DPRD, se-
dangkan daerah den-
gan jumlah penduduk

lebih dari 200.000
sampai dengan
300.000 jiwa memper-

oleh 30 kursi. Dengan
data penduduk Kota
Baubau yang masih
berada pada kisaran
165 ribu jiwa, maka
secara demografis
Baubau belum berada
pada ambang 30 kursi.

Namun, justru
karena belum berada
pada ambang terse-
but, perencanaan ti-
dak boleh menunggu
sampai dinamika poli-
tik Pemilu 2029 ber-
langsung.

Ketua Bawaslu
Baubau Sarmin men-
gatakan, Apabila pen-
ingkatan jumlah kursi
kelak menjadi kebu-
tuhan, maka pemeta-
an potensi pertum-
buhan penduduk dan
seluruh  infrastruktur
pendukungnya harus
dilakukan jauh sebel-
umnya. Dengan kata
lain, 2029 bukan titik
awal untuk bekerja,
tetapi harus menja-
di salah satu horizon
waktu dari pekerjaan
yang dimulai sejak se-
karang.

Dari Wacana Poli-
tik Menjadi Agenda

Menata Potensi Pertumbuhan Kota (Opini Bagian 1)

Perencanaan Kota

Ada perbedaan
mendasar antara mem-
perjuangkan tambahan
kursi dan menyiapkan
kondisi objektif yang

memungkinkan tam-
bahan kursi tersebut
terjadi.

Jika pendekatann-
ya hanya politik elek-
toral, maka pembic-
araan tentang 30 kursi
berpotensi muncul
ketika tahapan Pemilu
2029 sudah dekat. Aki-
batnya, ruang untuk
melakukan konsolida-
si data, memperbaiki
administrasi  kepen-
dudukan, memetakan
mobilitas  penduduk,
membangun  infras-
truktur pelayanan, dan
menyusun kajian aka-
demik menjadi sangat
terbatas.

Sebaliknya,  jika
pendekatannya adalah
perencanaan pemba-
ngunan, maka Kota
Baubau dapat mulai
mengidentifikasi sejak
dini seluruh poten-
si pertumbuhan pen-
duduk dan perkem-
bangan kota.

Pertanyaannya bu-
kan semata-mata:

“Bagaimana Bau-
bau mendapatkan tam-
bahan lima kursi?,”

Tetapi:

“Bagaimana Bau-
bau menata seluruh
potensi pertumbuhan
penduduknya seh-
ingga apabila secara
objektif dan berdasar-
kan ketentuan hukum
telah memenuhi per-
syaratan,  kebutuhan
representasi 30 kursi
dapat dipersiapkan se-
cara tertib, terukur dan
legitimate?,” ungkap-

nya.
Perubahan cara
pandang ini sangat

penting. Sebab jum-
lah kursi DPRD mer-
upakan  konsekuensi
dari  perkembangan
penduduk dan keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan, bukan
sekadar hasil dari ke-
hendak politik.

Potensi Penduduk
Baubau Perlu Dipe-

Penulis Adalah Ketua Bawaslu Baubau Sarmin

takan Sejak Dini

Salah satu peker-
jaan strategis yang
dapat dilakukan ada-
lah memetakan pop-
ulasi potensial yang
secara faktual berakti-
vitas, bekerja, belajar
dan menetap di Kota
Baubau, kemudian
memastikan status ad-
ministrasi kependudu-
kannya sesuai dengan
ketentuan.

Baubau  merupa-
kan kota pendidikan,
perdagangan, jasa dan
pusat aktivitas mas-

yarakat di wilayah
Kepulauan Buton.
Karena itu, terdapat
mobilitas  penduduk

yang perlu dibaca se-
cara lebih komprehen-
sif.

Potensi  tersebut
antara lain dapat dipe-
takan dari:

1. Mahasiswa per-
guruan tinggi di Kota
Baubau;

2. Karyawan peru-
sahaan swasta;

3. Pegawai BUMN/
BUMD;

4. ASN dan kelu-
arga yang menetap di
Baubau;

5. Pelaku UMKM
dan pekerja sektor in-
formal;

6. Tenaga kese-
hatan, pendidik dan
tenaga profesional,

7. Masyarakat pen-
datang yang telah me-
netap dalam jangka
panjang;

8. Pekerja sektor
perdagangan, jasa dan

transportasi;

9. Komunitas mas-
yarakat yang melaku-
kan mobilitas antar-
daerah tetapi memiliki
aktivitas utama di Bau-
bau;

10.  Pertumbuhan
kawasan permukiman
baru dan pusat-pusat
ekonomi baru.

Tetapi pemetaan ini
tidak boleh dimaknai
sebagai upaya untuk
“mengumpulkan  su-
ara” atau memindah-
kan penduduk demi
memperoleh tambah-
an kursi. Pendekatann-
ya harus administratif,
demografis dan pem-
bangunan.

Yang perlu diketa-
hui adalah: berapa
jumlah penduduk yang
benar-benar  tinggal
di Baubau, bagaima-
na pola mobilitasnya,
bagaimana status ad-
ministrasi kependudu-
kannya, di mana kon-
sentrasi pertumbuhan
penduduk terjadi, dan
bagaimana  kecend-
erungan  pertumbu-
hannya dalam lima
sampai sepuluh tahun
mendatang.

Perguruan Tinggi
sebagai Salah Satu
Titik Pemetaan

Perguruan  tinggi
merupakan salah satu
ekosistem penting
yang perlu masuk da-
lam kajian demografi
Kota Baubau.

Keberadaan  ma-
hasiswa dari berbagai

wilayah  menunjuk-
kan bahwa Baubau
mempunyai daya tar-
ik sebagai kota pendi-
dikan. Namun, maha-
siswa tidak otomatis
dapat dihitung sebagai
penduduk Kota Bau-
bau untuk kepentin-
gan penentuan jumlah
kursi DPRD. Karena
itu, yang diperlukan
bukan sekadar meng-
hitung jumlah maha-
siswa, tetapi melaku-
kan kajian mobilitas
dan status kependudu-
kan secara legal dan
statistik.

Pemerintah daerah
bersama  perguruan
tinggi dapat memban-
gun kerja sama pertu-
karan data agregat dan
kajian kependudukan
dengan tetap memper-
hatikan perlindungan

data pribadi.

Dari sana dapat
diketahui pola yang
lebih luas: berapa

mahasiswa yang ber-
asal dari luar daerah,
berapa yang mene-
tap setelah menyele-
saikan  pendidikan,
bagaimana kecend-
erungan mereka ma-
suk ke pasar kerja
lokal, dan seberapa
besar perguruan ting-
gi berkontribusi ter-
hadap pertumbuhan
kota.

Hal yang sama
dapat diterapkan ter-
hadap sektor swas-
ta, BUMN/BUMD,
ASN, tenaga profe-
sional, dan kelompok
pekerja lainnya.

Konsolidasi Data
Harus Menjadi In-
frastruktur Utama

Jika Baubau ingin
membangun  peren-
canaan menuju kota
dengan populasi yang
lebih besar, maka data
kependudukan harus
menjadi infrastruktur
pembangunan  yang
sama pentingnya den-
gan jalan, pelabuhan,
air bersih, listrik dan
fasilitas publik lainn-
ya.
Tanpa data yang
kuat, pemerintah akan
kesulitan menjawab
pertanyaan sederhana:

- Berapa sebenarn-
ya penduduk Baubau?

- Di mana pertum-
buhan penduduk pal-
ing cepat?

- Kecamatan mana
yang mengalami pen-
ingkatan signifikan?

- Berapa penduduk
yang datang dan men-
etap?

- Berapa yang kel-
uar?

- Berapa penduduk
usia produktif?

- Berapa mabha-
siswa yang kemudian
menjadi tenaga kerja?

- Bagaimana
perkembangan  ka-
wasan permukiman?

- Bagaimana kebu-
tuhan sekolah, rumah
sakit, transportasi dan
lapangan kerja?

- Dan, pada akh-
irnya, bagaimana
perkembangan  pen-
duduk tersebut me-
mengaruhi kebutuhan
representasi politik?

Karena itu diperlu-
kan konsolidasi data
lintas sektor, bukan
sekadar data dari satu
instansi.

BPS memiliki
fungsi statistik. Duk-
capil memiliki admin-
istrasi kependudukan.
Pemerintah ~ daerah
memiliki data pem-
bangunan. Perguruan
tinggi memiliki data
akademik. Dunia us-
aha memiliki data
tenaga kerja. BUMN/
BUMD memiliki data
pegawai. Kecamatan
dan kelurahan memili-

ki pengetahuan faktu-
al mengenai perkem-
bangan masyarakat di
wilayahnya.
Seluruhnya dapat
menjadi bahan bagi
proyeksi  demografi
Kota Baubau tanpa
mengabaikan ketentu-
an hukum dan perlind-
ungan data pribadi.

Kerja Ekstra dan
Kebijakan Besar

Mewujudkan agen-
da tersebut tentu bu-
kan pekerjaan seder-
hana.

Dibutuhkan kerja
ekstra, kebijakan yang
terintegrasi, anggaran,
koordinasi lintas lem-
baga, serta keberanian
pemerintah daerah un-
tuk menjadikan data
sebagai dasar pen-
gambilan kebijakan.

Pemerintah  Kota
Baubau dapat memu-
lai dengan membentuk
semacam forum atau
tim kajian pertum-
buhan penduduk dan
representasi  daerah
yang melibatkan un-
sur pemerintah, BPS,
Dukecapil, DPRD,
KPU, Bawaslu, per-
guruan tinggi dan pe-
mangku kepentingan
terkait.

Forum tersebut ti-
dak bertugas menen-
tukan atau menjanjik-
an 30 kursi. Tugasnya
adalah membaca ke-
cenderungan pertum-
buhan Kota Baubau
secara objektif.

Kajian dapat meng-
hasilkan:

baseline penduduk
at’ proyeksi penduduk
at’ peta pertumbuhan
wilayah af’ pemetaan
mobilitas a1’ kebutu-
han infrastruktur af’
proyeksi ekonomi af’

proyeksi  penduduk
usia produktif a7’ ke-
butuhan  pelayanan

publik a1’ kajian rep-
resentasi politik.
Dengan model
tersebut, pembicaraan
mengenai 30 kursi ti-

Bersambung Edisi
Selasa 6 Oktober
2026
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Lima Residivis Sindikat Ganjal ATM
Dibekuk, Korban Tersebar 3 Provinsi

Laporan: Amran

SURABAYA,
BP- Jaringan pen-
curi lintas provin-
si yang mengincar
pengguna  mesin
anjungan tunai
mandiri (ATM) di-
bongkar Direktorat
Reserse Krimi-
nal Umum Polda
Jawa Timur. Lima
residivis  ditang-
kap setelah didu-
ga  menjalankan
modus ganjal kar-
tu ATM di lebih
dari 50 lokasi di
Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa
Barat.

Pengungkapan
sindikat  tersebut
bermula dari lapo-
ran kasus peng-
ganjalan ATM di
Singosari, Malang,
pada 16 Septem-
ber 2026. Polisi
kemudian membu-
ru anggota kelom-
pok yang diketahui
berpindah-pindah
wilayah dan akh-
irnya menangkap
mereka secara
terpisah di  Tan-
gerang, Cikampek,
Nagreg, Garut,
hingga Ciamis.

Kasubdit I
Jatanras Ditreskri-
mum Polda Jatim
AKBP  Arbaridi
Jumhur  menga-
takan jaringan itu
menyasar  mesin
ATM yang berada
di minimarket dan
rest area jalan tol.
Jalur yang menjadi
sasaran memben-
tang dari Banyu-
wangi hingga Mer-
ak, dengan lokasi
terbanyak berada
di Jawa Timur dan
Jawa Tengah.

e’ 2
-
st
o
- Yo # :
| e
]
“Jadi,  modus ahkaﬁ ke korban
dari tersangka ini untuk mengulangi
di semua TKP nomor PIN-nya,”
yang paling ban- ujar Fauzi.

yak di rest area, tol
mulai dar1 Banyu-
wangi sampai ke
Merak sana. Dan
yang paling ban-
yak di Jatim dan di
Jateng,” kata Jum-
hur di Mapolda Ja-
tim, Surabaya, Ka-
mis (1/10).

Kanit III Subdit
III Jatanras Dit-
reskrimum Polda
Jatim AKP M Fauzi
mengungkapkan,
para pelaku meng-
gunakan tusuk gigi
untuk mengganjal
lubang kartu pada
mesin ATM. Ke-
tika kartu korban
tersangkut,  seo-
rang pelaku berpu-
ra-pura member-
ikan pertolongan,
sedangkan anggota
lainnya berdiri di
belakang  korban
untuk mengamati
PIN.

Kartu  korban
kemudian ditukar
dengan kartu mi-
lik pelaku yang
jenisnya sama.
Korban yang ti-
dak menyadari
pertukaran terse-
but diminta kem-
bali memasukkan
PIN. Setelah PIN
diketahui, pelaku
meninggalkan lo-
kasi dan menggu-

nakan kartu korban
untuk  menguras
rekening.

“Begitu  ATM
diserahkan ke
tersangka, itu
langsung  dioper

dengan ATM mi-
lik pelaku dengan
jenis yang sama,
kemudian  diser-

Kelima tersang-
ka memiliki pem-
bagian tugas yang
berbeda. DD (42),
warga  Cilegon,
menjadi eksekutor;
MW (45), warga
Lampung, bertu-
gas mengalihkan
perhatian; AS (42),
warga Bandung,
mengintip PIN
korban; sementa-
ra ADS (35), war-
ga Sumedang, dan
YA alias AN (45),
warga Lampung,
berperan  sebagai
Sopir.

Nilai kerugian
korban mencapai
puluhan hingga ra-
tusan juta rupiah.
D1 salah satu loka-
si di Probolinggo,
misalnya, sindikat
tersebut  disebut
berhasil  mengu-
ras sekitar Rp100
juta. Uang di
bawah Rpl0O juta
biasanya  ditarik
tunai, sedangkan
saldo di atas Rp20
juta ditransfer ke
sejumlah rekening
penampung, ter-
masuk  rekening
istri siri salah satu
tersangka.

Jumhur menga-
takan, para pelaku
saling  mengenal
ketika menjalani
hukuman di lemba-
ga pemasyarakatan
karena kasus seru-
pa. Setelah berak-
si, mereka mengh-
indari penginapan
untuk mengurangi
risiko  terdeteksi
polisi dan memilih
kembali ke daerah
masing-masing se-

belum berkumpul
lagi di lokasi yang
telah disepakati.
“Mereka kenal
waktu di lapas.
Jadi mereka, yang
punya ide itu yang
ada di Tasik ya,
itu yang paling se-
nior,” kata Jumhur.
Fenomena pen-
curian melalui
rekayasa pada me-
sin ATM bukan
persoalan baru
dalam perkem-
bangan kejahatan
perbankan. Seiring
meluasnya peng-
gunaan ATM sejak
dekade  1960-an
dan 1970-an, berb-
agai negara kemu-
dian menghadapi
modus seperti card
trapping, pencuri-
an kartu, pengin-
taian PIN, hingga
skimming. Di In-
donesia, penggu-
naan ATM berkem-
bang pesat sejak
jaringan ATM mu-
lai diperkenalkan
perbankan  pada
akhir 1980-an dan
kemudian menja-
di bagian penting

transaksi mas-
yarakat.

Atas perkara
tersebut,  kelima

tersangka ditahan
dan dijerat Pasal
476 atau Pasal 477
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana
(KUHP)  terkait
pencurian dengan
pemberatan. Mer-
eka terancam pi-
dana penjara pal-
ing lama sembilan
tahun.(*)
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Digerebek Saat Gunakan Narkoba, Tiga
Legislator Gerindra Direhabilitasi

7 W

Tiga anggota DPRD Gerindra di Jatim ditangkap usai pesta narkoba

Laporan: Hadi

SURABAYA,
BP- Tiga anggota
Fraksi Partai Gerin-
dra di DPRD Situ-
bondo, Banyuwan-
gi, dan Kabupaten
Malang menjalani
rehabilitasi rawat
jalan setelah dia-
mankan polisi ke-
tika menggunakan
narkoba dalam se-
buah kamar hotel di
kawasan Ketintang,
Surabaya. Mereka
tidak ditahan kare-
na perkara tersebut
diproses  melalui
mekanisme restor-
ative justice setelah
jumlah barang buk-
ti dinilai berada di
bawah ambang ba-
tas yang diatur da-
lam Surat Edaran
Mahkamah Agung
(SEMA).

Ketiga legislator
itu 1alah ARR dari
DPRD Situbondo,
ADR dari DPRD
Banyuwangi, dan
UAM dari DPRD
Kabupaten Malang.
Mereka  bersama
lima orang lainnya,
yakni F, K, N, Ro,
dan R, diamankan
Satresnarkoba Pol-
restabes Surabaya
setelah polisi mem-
peroleh informasi
masyarakat menge-
nai pesta narkoba
yang berlangsung
di hotel tersebut.

Kasi Humas Pol-
restabes Surabaya
AKP Hadi Ismanto
mengatakan, dela-
pan orang ditemu-

kan polisi dalam
kondisi  menggu-
nakan narkoba.

Dari lokasi, petu-
gas menyita satu
plastik sabu bekas
pakai, dua butir pil
ekstasi warna kun-
ing, alatisap, korek,
serta satu bungkus
rokok bekas yang
digunakan  untuk
menyimpan sabu.

“Dalam  kondisi
menggunakan nar-
koba,” kata Hadi,
Rabu (30/9).

Hasil pemerik-
saan urine menun-
jukkan tujuh orang
positif ~ menggu-
nakan ekstasi, se-
dangkan N diketa-
hui mengonsumsi
sabu sekaligus ek-
stasi. N kemudian
mengaku memper-
oleh narkoba dan
ekstasi tersebut
dari seseorang ber-
inisial C di Suraba-
ya. Polisi menetap-
kan C dalam Daftar
Pencarian  Orang
(DPO).

Penanganan
perkara  tersebut
berlanjut melalui
asesmen terpadu.
Polrestabes  Sura-
baya mengajukan
permohonan ases-
men kepada Tim
Asesmen Terpadu
di BNN Provinsi
Jawa Timur, se-
dangkan pelaksa-
naannya dilakukan
di BNN Kota Sura-
baya. Hasil ases-
men menjadi dasar

pemberian  reha-
bilitasi rawat jalan
terhadap empat

orang yang kemu-
dian dilimpahkan
ke BNN Kabupaten
Banyuwangi.
Kepala BNN
Kabupaten Banyu-
wangi Kombes
Rachmat  Kurni-
awan membenar-
kan  pelimpahan
tersebut. Empat
orang, yakni tiga
legislator  Gerin-
dra dan pengusaha
berinisial N, tiba di
kantor BNN Kabu-
paten Banyuwangi
pada Rabu (30/9)
sekitar pukul 20.00
WIB. “Kami me-
nerima pelimpahan
ada empat orang
semuanya, dan su-
dah sampai di kan-
tor kami pada Rabu

malam sekitar
pukul 20.00 WIB,”
ujar Rachmat, Ka-
mis (1/10).
Penggunaan me-
kanisme rehabili-
tasi dalam perkara
penyalahgunaan
narkotika  sejalan
dengan pendekatan
hukum yang mem-
bedakan pengguna
atau korban pen-
yalahgunaan dari
jaringan peredaran
gelap. Di Indone-
sia, kebijakan reha-
bilitasi bagi peny-
alah guna narkotika
telah berkembang
sejak Undang-Un-
dang Nomor 35 Ta-
hun 2009 tentang
Narkotika, semen-
tara secara global
pendekatan keseha-
tan terhadap peng-
guna narkotika juga
semakin mendapat
perhatian. Namun,
penerapannya tetap

bergantung  pada
hasil asesmen, ba-
rang bukti, serta

proses hukum mas-
ing-masing perka-
ra.

Kasus tersebut
turut mendapat re-
spons dari DPD
Partai  Gerindra
Jawa Timur. Sek-
retaris DPD Ger-
indra Jawa Timur
Kharisma Febrian-
syah menyatakan
partainya menung-
gu hasil proses hu-
kum sebelum men-
jatuhkan  sanksi.
“Apabila terbukti
tentu akan dipecat
dan dilakukan per-
gantian antarwak-
tu (PAW) apabila
yang bersangkutan
menjabat sebagai
anggota  dewan.
Namun, kita juga
mengedepankan
asas praduga tak
bersalah,” kata
Kharisma.(*)
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Har1 Kesaktian Pancasila 2026, Pemkab
Buton Selatan Serukan Nilai Kebangsaan

Buton Selatan, Insanu, SKM., den Nomor 24 Tahun 2016.
M.Si., memimpin upacara den-
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Pemilihan Rektor UM Buton Bergulir, Berikut 11
Bakal Calon Ditetapkan dan Bersiap Jalani Penilaian
Kualitatif Senat

S.Pd., M.Pd.

7. Dr. Anwar Sadat,
S.Sos., M.I.P.

8. Dr. Ansar Suher-
man, M.I.Kom.

9. Dr. Samsul Ba-
hari, S.E., M.Si.

10. Dr. Syamsul
Bahri Bahar, S.T.,
M.T.;

11. Dr. Rabiyatul

Jasiyah, S.E., M.Ak.

Penetapan itu ditu-
angkan dalam Kepu-
tusan Panitia Penjar-
ingan dan Penyaringan
Bakal Calon Rektor
UM Buton Nomor 10/
KEP/I1.3.AU/UMB-
PAN/B/2026 ten-
tang Penetapan Bakal
Calon Rektor Masa
Jabatan  2026-2030.
Keputusan  tersebut
menjadi dasar admin-
istratif bagi berlanjutn-
ya proses pemilihan ke
tahapan kelembagaan
berikutnya.

Setelah menerima
SK, Senat UM Buton
akan melakukan pe-

nilaian kualitatif terh-
adap para bakal calon
sesuai mekanisme dan
ketentuan yang ber-
laku. Dengan demiki-
an, proses tidak ber-
henti pada verifikasi
persyaratan adminis-
tratif, tetapi berlanjut
pada tahapan penilaian
di tingkat senat univer-
sitas.

Secara kelem-
bagaan, pemilihan rek-
tor merupakan bagian
penting dalam tata
kelola perguruan ting-
gi karena pimpinan
universitas memiliki
peran dalam mengar-
ahkan pendidikan, pe-
nelitian, pengabdian
kepada  masyarakat,
serta pengembangan
kelembagaan. UM
Buton sendiri menem-
patkan tata kelola per-
guruan tinggi sebagai
bagian dari pengem-
bangan institusi yang
berlandaskan prinsip
good university gover-

nance.

UM Buton bermula
dari prakarsa tokoh-to-
koh Muhammadiyah
di Kabupaten Buton
pada 1999. Pada 3
Desember 1999, Uni-
versitas Islam Buton
disepakati berubah
menjadi amal usaha
Muhammadiyah den-
gan nama Universitas
Muhammadiyah Bu-
ton. Pemerintah kemu-
dian menerbitkan
Keputusan ~ Menteri
Pendidikan Nasional
Nomor 81/D/0O/2001
pada 10 Juli 2001
mengenai izin penye-
lenggaraan  program
studi dan pendirian
UM Buton.

Dalam perkemban-
gannya, UM Buton
memperluas  bidang
akademik melalui
pembukaan berbagai
program studi dan
fakultas. Dokumen se-

jarah universitas men-
catat sejumlah peri-

ode  kepemimpinan
rektor  sebelumnya,
mulai dari Drs. H.
Andi  Muh. Syahir
Baso, S.H., M.H.
(2000-2008), Dr. H.
Syarifuddin ~ Bone,
Drs., S.H., M.Si.,
M.H. (2008-2014),
Dr. Suriadi, S.P,
MM. (2014-2018),

hingga Dr. Wa Ode Al
Zarliani, S.P., M.M.
(2018-2022).

Dengan penetapan
11 bakal calon terse-
but, pemilihan Rektor
UM Buton masa ja-
batan 2026-2030 kini
memasuki tahapan pe-
nilaian kualitatif oleh
Senat. Seluruh proses
selanjutnya akan ber-
jalan berdasarkan me-
kanisme kelembagaan
yang telah ditetapkan
universitas.(*)

Dukungan Disulkan Hampir Rp600 Juta, Buton Selatan
Bersiap Hadapi Porprov Sultra ke XV di Kendari, Andalkan Silat

jakan efisiensi angga-
ran.

“Dana tersebut
menyesuaikan ke-
mampuan  keuangan

daerah, apalagi di ten-
gah upaya efisiensi an-
ggaran saat ini. Kita ti-
dak bisa menyamakan
dengan daerah lain,”
uyjar La Salimu saat
ditemui Baubau Post,
Selasa (29/9/2026).
Menurut La Salimu,
penyelenggaraan Por-
prov berada dalam

Untuk Raih Pretasi
memastikan  kebutu-
han kontingen dapat an, cabang olahraga

dipersiapkan  sesuai
kemampuan daerah.

“Peran pemerintah
daerah adalah mem-
berikan dukungan
anggaran yang ditu-
angkan dalam bentuk
dana hibah. Jadi kita
bekerja sama dan ter-
us berkoordinasi an-
tara pemerintah daerah
dengan KONI,” katan-
ya.

Dari 20 cabang

silat telah diposisikan
sebagai salah satu
kekuatan utama daer-
ah dalam menghadapi
ajang olahraga ting-
kat Provinsi Sulawesi
Tenggara tersebut.
Porprov  merupa-
kan bagian dari tradisi
pembinaan  olahraga
daerah di Indonesia
yang berkembang dari
penyelenggaraan Pe-
kan Olahraga Nasional
(PON) sejak 1948. Se-

Cabang pencak silat
sendiri memiliki akar
tradisi yang kuat di
Indonesia dan resmi
dipertandingkan di
tingkat internasional,
termasuk dalam Asian
Games sejak 2018.

La Salimu me-
minta seluruh atlet
dan kontingen Buton
Selatan  menjadikan
Porprov XV sebagai
kesempatan untuk
menunjukkan kemam-
puan sekaligus mem-
perjuangkan  prestasi

gan mewakili Bupati Buton Se-
latan.

Pembacaan ikrar menjadi
salah satu bagian penting dalam
rangkaian upacara tersebut. Di
hadapan peserta, Insanu mene-
gaskan kembali kedudukan Pan-
casila sebagai dasar yang men-
yatukan kehidupan kebangsaan
di tengah keberagaman mas-
yarakat.

“Pancasila adalah jiwa bang-
sa, fondasi persatuan, dan pe-
doman hidup bermasyarakat,
berbangsa, serta bernegara,”
kata Insanu saat membacakan
ikrar Hari Kesaktian Pancasila.

Peringatan pada 1 Oktober
memiliki konteks sejarah yang
berkaitan dengan peristiwa poli-
tik dan keamanan nasional pada
1965. Hari Kesaktian Pancasila
kemudian diperingati setiap 1
Oktober sebagai bagian dari per-
jalanan sejarah Indonesia dalam
mempertahankan dan meneguh-
kan Pancasila sebagai dasar neg-
ara. Momentum tersebut berbe-
da dengan Hari Lahir Pancasila
yang diperingati setiap 1 Juni
berdasarkan Keputusan Presi-

Secara historis, proses pembentukan
Pancasila sendiri berlangsung melalui
sejumlah tahapan pada 1945. BPIP
dan Arsip Nasional Republik Indone-
sia mencatat Pancasila pertama kali
diperkenalkan Sukarno sebagai dasar
negara dalam sidang BPUPK pada 1
Juni 1945. Rumusannya kemudian
berkembang melalui Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945 dan mencapai rumu-
san final dalam sidang PPKI pada 18
Agustus 1945.

Karena itu, peringatan Hari Kesak-
tian Pancasila di Buton Selatan tidak ha-
nya ditempatkan sebagai kegiatan sere-
monial. Pemerintah daerah mendorong
agar nilai persatuan, kebersamaan, dan
semangat kebangsaan diterjemahkan ke
dalam pelaksanaan pemerintahan serta
kehidupan sosial masyarakat.

Melalui peringatan tersebut, Pem-
kab Buton Selatan kembali menga-
jak seluruh unsur pemerintahan dan
masyarakat menjadikan Pancasila se-
bagai pedoman dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari. Pesan itu seka-
ligus menempatkan peringatan Hari
Kesaktian Pancasila sebagai ruang re-
fleksi atas perjalanan sejarah bangsa
dan tanggung jawab generasi sekarang
dalam menjaga persatuan Indonesia.(*)

Wakili Sultra, BKMT Buton Selatan Sabet
Juara 1 Paduan Suara Nasional di Jakarta

Asrama Hajt JARATIM, <3 =~ -

@bkmt.indonesia G official bkmt tv
= -
A

langsung 24-26 Sep-
tember 2026. Selain
paduan suara, festival
tersebut mempertand-
ingkan Mars BKMT,

bagi

gamaan,
sosial, dan silaturahmi
anggota maje-
lis taklim di berbagai

bangga bisa membawa
nama Sulawesi Teng-
gara, khususnya Bu-
ton Selatan, dikenal di
kancah bangsa,” ujar

pendidikan,

koordinasi KONI, se- olahraga yang telah . ~"(.pd juas. kom- daerah. “Semua ha-
dangkan pemerintah terdaftar, daftar resmi oo lonooo” antar.  rus  berjuang meraih
daerah berperan mem- cabang yang nantin- 5 o tasi. Untuk Por-
- p dukungan ya benar-benar akan daerah menjadi salah prestasi. tn . or

- ' i rov  nanti, harus
pembiayaan. Karena diikuti kontingen Bu- :?11:; Jfégglu?gmggﬁf ?ampil dengan seman-
vl s b S e 3 e S st
atan dan KONI terus M k'p (}f i al dan internasional tirsebut, tandasnya.
berkoordinasi  untuk pan. esk1 - demiki- (*)

Hari Jadi Kota Baubau ke-25 Sebagai Darah Otonom,
Dinkes Perkuat Edukasi HIV, Sifilis, dan Hepatitis Pada
80 Pelajar SMAN 1

Kota Baubau. Kegiatan tersebut
menjadi bagian dari rangkaian
peringatan Hari Jadi Kota
Baubau ke-485 sekaligus HUT
Otonom ke-25 Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan

miologi HIV, sifilis, dan
hepatitis di Kota Baubau.
Dinkes juga menjelaskan
jalur penularan, termasuk
hubungan seksual ber-
isiko serta paparan cairan

pada pencegahan perilaku ber-
isiko, termasuk penggunaan
jarum suntik yang terkontam-
inasi. D1 sisi lain, sekolah di-
dorong menjadi lingkungan
yang mampu mengurangi stig-

MTQ, pidato, dan seni
rebana qasidah. Pada
rangkaian yang sama,
Muktamar X BKMT
membahas  pertang-
gungjawaban kepen-
gurusan  2021-2026,
program kerja, sidang
komisi, serta pelanti-
kan pengurus periode
2026-2031.

Secara historis,
BKMT  merupakan
wadah nasional yang
berkembang dari ak-
tivitas majelis taklim
di tengah masyarakat
Indonesia. Organisasi

daerah. Perkemban- o ;

gan tersebut membuat Sitti Norma Adios.

kegiatan BKMT tidak Prestasi tersebut
g menambah catatan

hanya berorientasi
pada pembinaan kea-
gamaan, tetapi juga
memberi ruang bagi
ekspresi seni dan ke-
budayaan Islam, ter-
masuk melalui festival
dan perlombaan.
Setelah meraih
gelar juara nasional,
kontingen BKMT Bu-
ton Selatan dijadwal-
kan kembali tampil
pada puncak Tasyakur
Milad ke-45 BKMT di
Indonesia Arena, Sen-

kiprah BKMT Bu-
ton Selatan sekaligus
memperluas represen-
tasi Sulawesi Teng-
gara dalam kegiatan
organisasi majelis
taklim tingkat nasi-
onal. Bagi kontingen
daerah, kemenangan
di Jakarta menjadi ha-
sil dari proses berjen-
jang, mulai dari kom-
petisi tingkat provinsi
hingga tampil sebagai
juara pada panggung

Bidang Pencegahan dan Pen- 1 oto qarah vano ter- M terhadap orang dengan HIV  ini kemudian menjadi  ayan, Jakarta, Sabtu nasional.(*)
gendalian ~ Penyakit (P2P) | oia0i o yang (ODHIV) maupun penderita ruang pembinaan kea- (56/9’/2026). " “Kami

Dinkes Baubau itu melibatkan Yuslina mengatakan hepatitis B dan sifilis. Siswa

kepala sekolah dan jajaran de- pendidikan kesehatan Peserta kegiatan juga dihara-

Pada 2022, WHO memperluas
kerangka tersebut dengan me-
masukkan hepatitis B dalam
panduan Triple Elimination.
Perkembangan terbaru
menunjukkan agenda tersebut
terus bergerak di tingkat inter-
nasional. Pada 2025, WHO me-
nerbitkan panduan khusus per-
encanaan Triple Elimination dan
pada tahun yang sama melaku-
kan prakualifikasi tes cepat ter-
padu yang dapat mendeteksi
HIV, hepatitis B, dan sifilis.
WHO juga mencatat Maladewa
sebagai negara pertama yang

memperoleh validasi eliminasi
penularan ketiga penyakit terse-
but dari ibu ke anak pada 2025.

Menutup kegiatan di SMAN 1
Baubau, panitia menggelar kuis
interaktif untuk mengukur pema-
haman peserta. Sesi diskusi dan
tanya jawab berlangsung den-
gan antusias. “Melalui semangat
“Stop Stigma dan Diskriminasi’,
kami berharap edukasi ini mela-
hirkan generasi muda Baubau
yang sehat, cerdas, berkarakter,
serta terlindungi dari ancaman
HIV, sifilis, dan hepatitis,” ujar
Yuslina.(*)

wan guru. Materi disampaikan
Kepala Bidang P2P Dinkes
Kota Baubau Yuslina, SKM.,
M.Si., bersama dr. WD Ar-
sina Anwar dari Puskesmas
Bataraguru. Edukasi menyasar
remaja sebagai  kelompok
yang dinilai penting dibekali
informasi kesehatan sebelum
memasuki usia produktif, per-
nikahan, dan fase reproduksi.
Selain mengenalkan risiko
ketiga penyakit tersebut, pe-
serta mendapatkan penjelas-
an mengenai kebijakan Triple
Elimination serta situasi epide-

pkan dapat berperan sebagai
peer educator yang menyebar-
kan informasi kesehatan kepa-
da teman sebaya dan keluarga.

Secara  global, upaya
mengintegrasikan pencegahan
penularan HIV, sifilis, dan hep-
atitis B dari ibu ke anak telah
berkembang selama lebih dari
satu dekade. WHO mencatat
tujuan eliminasi penularan dari
ibu ke anak mulai mendapat
tonggak penting sejak 2010,
sedangkan kriteria global un-
tuk eliminasi HIV dan sifilis
dikembangkan pada 2014.

bagi pelajar tidak sebatas
memberikan pengetahuan
mengenai penyakit, tetapi
juga membangun kemam-
puan remaja mengambil
keputusan yang bertang-
gung jawab. “Literasi kes-
chatan reproduksi penting
agar siswa memperoleh
informasi medis yang
benar dan tidak terjebak
mitos maupun disinfor-
masi,” katanya, Jumat 2
Oktober 2026

Menurut dia, pendekat-
an edukasi juga diarahkan
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Buka Muslok IV ORARI, Pemkot Minta Gerobak Pedagang Jadi Perhatian Pemkot

ORARI Adaptit Hadapi Perkembangan
Teknologi Komunikasi Kebencanaan
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BAUBAU, BP-
Pemerintah Kota
Baubau mendorong
Organisasi ~ Amatir
Radio Indonesia
(ORARTI) Lokal Kota
Baubau memperkuat
kapasitas organisasi
agar mampu menjadi
salah satu penopang
komunikasi alterna-
tif, terutama ketika
bencana atau gang-
guan infrastruktur
menyebabkan jarin-
gan telekomunikasi
dan listrik tidak ber-
fungsi.

Dorongan itu dis-
ampaikan Staf Ahli
Wali Kota Baubau
Bidang Pemerin-
tahan, Politik, dan
Hukum, Dr Moha-
mad Tasdik MSi saat
membuka Musy-
awarah Lokal (Mus-
lok) IV ORARI Lo-
kal Kota Baubau,
Sabtu  (3/10/2026).
Tasdik hadir me-
wakili Wali Kota
Baubau H. Yusran
Fahim dalam forum
yang mengusung
tema “Mewujudkan
ORARI Lokal Kota
Baubau yang Solid,
Adaptif, dan Ber-
daya Guna dalam
Pengembangan Ko-
munikasi Radio Am-
atir”.

Menurut Tasdik,
posisi radio amatir
menjadi penting

'S
-

bagi Baubau karena
karakter wilayahn-
ya sebagai daerah
kepulauan dan pe-
sisir yang memiliki
kerentanan  terha-
dap bencana. Dalam
keadaan darurat,
komunikasi  berba-
sis radio dapat mem-
bantu menghubung-
kan masyarakat,
relawan, dan pemer-
intah ketika saluran
komunikasi  utama
mengalami ganggu-
an. “Radio amatir ti-
dak hanya berkaitan
dengan hobi, tetapi
juga dapat memiliki
manfaat sosial ketika
masyarakat membu-
tuhkan jalur komu-
nikasi alternatif,” ka-
tanya.

la  mengatakan
Muslok bukan seka-
dar forum pergan-
tian atau penataan
kepengurusan, me-
lainkan momentum
mengevaluasi  per-
jalanan  organisasi
sekaligus menyusun
program yang sesuai
dengan  kebutuhan
masyarakat. Pemer-
intah Kota Baubau
berharap ORARI
mampu mempertah-
ankan kekompakan
internal, mengikuti
perkembangan  te-
knologi komuni-
kasi, dan memper-
luas  kontribusinya
melalui kegiatan
yang terukur.

JKAL BAUBAU

MANG SOLID, ADAPTIF, DAN
JIUNIKASIRANIOJAMATIR”,

X "ur.-a.!'

BAU YANG SOLID, ADAPTIF, DAN
NIKDMUNIKASI RADIO AMATIR"

Ruang kolaborasi
juga terbuka antara
ORARI dan perang-
kat daerah Pemer-
intah Kota Baubau,

terutama dalam
bidang kebencanaan,
pelayanan  publik,
serta edukasi komu-
nikasi radio kepa-
da generasi muda.
“Kami berharap
ORARI dapat sema-
kin solid, adaptif,
dan berdaya guna se-
hingga keberadaann-
ya memberikan man-
faat yang nyata bagi
masyarakat,”  ujar
Tasdik.

Muslok IV terse-
but dihadiri sejum-
lah kepala Organisa-
si Perangkat Daerah
(OPD) Kota Baubau,
Ketua ORARI Daer-
ah Sulawesi Teng-
gara bersama jaja-
ran pengurus, serta
Dewan  Penasihat
ORARI Lokal Kota
Baubau. Setelah
pembukaan, peserta
melanjutkan kegia-
tan dengan agenda
persidangan  untuk
membahas arah or-
ganisasi dan kepen-
gurusan berikutnya.

Secara  historis,
komunikasi  radio
amatir berkembang
seiring kemajuan te-
knologi radio pada
abad ke-20 dan
kemudian digunakan
tidak hanya untuk
komunikasi an-

tarpenggemar, teta-
pi juga mendukung
komunikasi darurat
di berbagai negara.
Di Indonesia, ke-
giatan radio amatir
berkembang  sejak
pertengahan  abad
ke-20 dan menjadi
salah satu latar ter-
bentuknya  wadah
organisasi radio am-
atir nasional sebe-
lum kemudian dike-
nal sebagai ORARI.
Perkembangan terse-
but  menunjukkan
bahwa kemampuan
komunikasi  radio
dapat memiliki fung-
si sosial ketika in-
frastruktur komuni-
kasi konvensional
menghadapi keter-
batasan.

Karena itu, Mus-
lok IV ORARI Lo-
kal Kota Baubau
diharapkan meng-
hasilkan kepengu-
rusan yang mampu
menerjemahkan
kebutuhan  terse-
but ke dalam pro-
gram kerja konk-
ret. “Mari kita ikuti
seluruh rangkaian
musyawarah den-
gan semangat ke-

bersamaan dan
mengedepankan
musyawarah  un-

tuk menghasilkan
keputusan terbaik
bagi kemajuan or-
ganisasi,” kata Tas-
dik.(*)

( www.baubaupost.com

Kotamara Ditata Jelang HUT Baubau,

Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
memperketat penata-
an kawasan Kotamara
menjelang rangkaian
perayaan Hari Ulang
Tahun (HUT) Kota
Baubau. Penataan
terutama menyasar
gerobak dan lapak
pedagang yang diting-
galkan di ruang publik
serta kesiapan lokasi
pameran Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
(UMKM).

Penataan itu di-
pantau langsung Wali
Kota Baubau H. Yus-
ran Fahim, S.E., ber-
sama Wakil Wali Kota
Baubau dan Sekretaris
Daerah Kota Baubau
La Ode Darus Salam,
S.Sos., M.Si., Kamis

malam, 1 Oktober
2026. Rombongan
menyusuri  kawasan

Kotamara untuk me-
lihat kondisi lapangan
sekaligus memetakan
titik-titik yang akan di-
gunakan dalam rang-
kaian kegiatan HUT.

Menurut La Ode
Darus  Salam, ke-
beradaan gerobak
yang tidak lagi digu-
nakan tetapi tetap dibi-
arkan di kawasan pub-
lik menjadi salah satu
persoalan yang perlu
segera ditangani. Se-
lain mengganggu es-
tetika kawasan, sara-
na dagang yang tidak
tertata  berpotensi
mengurangi kenya-
manan masyarakat
yang menggunakan
ruang publik terse-
but.

“Kunjungan kita
malam hari ini mer-
upakan  rangkaian
penertiban para ped-
agang UMKM kita
yang ada di Kota-
mara. Sebagaimana
kita ketahui, banyak
gerobak yang sudah
tidak  difungsikan
namun tetap diting-
galkan. Sehingga ini
perlu kita tertibkan,”
kata La Ode Darus
Salam.

/
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Pemerintah kota
meminta peda-
gang membawa dan
menyimpan gerobak
mereka di tempat
yang layak setelah
aktivitas perdagan-
gan berakhir. Kebija-
kan tersebut dituju-
kan agar badan jalan
dan ruang publik
tidak dipenuhi sara-
na usaha yang sudah
tidak beroperasi.

“Kami sampaikan
kepada para penjual
agar setelah ber-
jualan, gerobaknya
jangan disimpan di
pinggir jalan, tetapi
disimpan baik-baik
di tempat yang tidak
mengganggu keinda-
han dan kebersihan
Kotamara,” ujarnya.

Penataan  Kota-
mara juga berkaitan
dengan  persiapan
pameran UMKM
dalam rangka HUT

Kota Baubau. Pe-
merintah daer-
ah ingin aktivitas

ekonomi masyarakat
tetap berjalan, tetapi
bersamaan dengan
itu kebersihan, kea-
manan, kenyaman-
an, dan kelancaran
lalu lintas harus ter-
jaga.

La Ode Darus
Salam mengatakan
penataan  tersebut
tidak dimaksudkan
hanya untuk kepent-
ingan seremoni hari
jadi. Pemerintah
daerah mengingink-
an kawasan Kota-
mara yang merupa-
kan salah satu ruang
interaksi masyarakat
Baubau dapat dike-
lola secara tertib se-
cara berkelanjutan.

“Penataan ka-
wasan Kotamara
tidak bersifat mu-
siman atau sekadar

menyambut  sere-
moni hari jadi kota.
Lingkungan  yang

tertata rapi, bersih,
dan aman diharap-
kan menjadi stan-
dar permanen demi
kenyamanan seluruh
masyarakat Kota
Baubau,” tuturnya.

Secara

historis,
penataan ruang pub-
lik dan pengelolaan
pedagang kaki lima

menjadi  persoalan
yang muncul bersa-
maan dengan per-
tumbuhan kota-kota
di Indonesia. Sejak
era  pembangunan
perkotaan modern
pada abad ke-20,
pemerintah  daerah
menghadapi  kebu-
tuhan untuk menye-
imbangkan  fungsi
ruang publik, akti-
vitas ekonomi infor-
mal, kebersihan, ser-
ta hak masyarakat
menggunakan fasili-
tas bersama.

Fenomena seru-
pa juga terjadi di
berbagai kota dun-
ia. Pertumbuhan
perdagangan infor-
mal di ruang publik
mendorong banyak
pemerintah kota
melakukan penataan
dengan pendekatan
yang beragam, mu-
lai dari penyediaan
lokasi khusus hingga
pengaturan jam dan
tata letak aktivitas
usaha. Dalam kon-
teks Baubau, pena-
taan Kotamara diar-
ahkan agar kegiatan
ekonomi UMKM
tetap mendapat ru-
ang tanpa mengor-
bankan fungsi ka-
wasan sebagai ruang
publik.

Dengan penata-
an tersebut, Pemkot
Baubau  berharap
pelaksanaan  rang-
kaian HUT Kota
Baubau, termasuk
pameran  UMKM,
dapat berlangsung
tertib dan  tidak
menimbulkan  ke-
kumuhan  ataupun
gangguan lalu lin-
tas. Pemerintah
juga mendorong
pedagang dan mas-
yarakat ikut men-
jaga kawasan agar
standar kebersi-
han dan ketertiban
dapat dipertahankan
setelah momentum
hari jadi berakhir.(*)



